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Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola

konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume,
jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

. bahwa agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara

komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan
prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan
masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara
ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, perlu
menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Sampabh;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
03/PRT/M /2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan
Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah
tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2010
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan
Pemerintah ~ Kabupaten  Sinjai (Lembaran  Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sinjai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
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unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan dan
Kehutanan Kabupaten Sinjai.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-
hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga
yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal
Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Daerah.

Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha
perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang.

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan
untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang
berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan
sampah.

Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemprosesan
akhir sampah.

Tempat pemprosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah
tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle)
yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran
ulang skala kawasan.

Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana
pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan
diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25
kilometer yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena
dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di
tempat pemprosesan akhir sampah.
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Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat
BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada Dinas di lingkungan
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan
hukum.

Produsen adalah pelaku wusaha yang memproduksi barang yang
menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan
kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan
menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses
alam.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.
b.
c.

sampah rumah tangga;
sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
sampah spesifik.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas
berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas
kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam
pengelolaan sampabh.
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Pasal 6

Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 paling rendah memuat :

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan

b. program pengurangan dan penanganan sampah.

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:

a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah
secara bertahap;dan

b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam
pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi dalam
pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga
menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah
memuat:

pembatasan timbulan sampabh;
pendauran ulang sampah;
pemanfaatan kembali sampah;
pemilahan sampah;
pengumpulan sampah;
pengangkutan sampabh;
pengolahan sampah;
pemprosesan akhir sampah; dan
pendanaan.

FER M0 a0 T

Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk
jangka waktu paling rendah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV
HAK

Pasal 8

Setiap orang/badan berhak :

a.

mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan
berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain
yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;

berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan,
dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai
penyelenggaraan pengelolaan sampabh;
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mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari
kegiatan pemprosesan akhir sampah; dan

memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah
secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampabh.

Setiap orang dan/atau badan wajib melakukan pengurangan sampah dan
penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 10

Pengurangan sampah meliputi :

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah; dan/atau
c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

(3)

(4)

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam
jangka waktu tertentu;

memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

> 0T

memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara :

a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat
didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
dan/atau

b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk
dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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Paragraf 1
Pembatasan Timbulan Sampah/Reduce
Pasal 11

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembatasan
timbulan sampah dengan :

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah
sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai
oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Paragraf 2
Recyle
Pasal 12

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pendauran

ulang sampah/ Recyle dengan:

a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari
usaha dan/atau kegiatannya;

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur wulang;
dan/atau

c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk
didaur ulang.

Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan
pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan
peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan
makanan.

Paragraf 3
Reuse
Pasal 13

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pemanfaatan
kembali sampah/Reuse dengan:

a.

menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah
sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan
dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna
ulang.
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Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 14

Penanganan sampah dilakukan dengan kegiatan:

a.

a0 T

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

pemilahan;

pengumpulan;
pengangkutan;

pengolahan; dan
pemprosesan akhir sampah.

Paragraf 1
Pemilahan
Pasal 15

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a

dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya;

b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas lainnya; dan

c. Pemerintah Daerah.

Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling rendah 5 (lima) jenis
sampah yang terdiri atas:

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta
limbah bahan berbahaya dan beracun;

sampah yang mudah terurai;

sampah yang dapat digunakan kembali;

sampah yang dapat didaur ulang; dan

sampah lainnya.

°opo o

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana
pemilahan sampah skala kawasan.

Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala
daerah.

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:

a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);

b. diberi label atau tanda; dan

c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
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Paragraf 2
Pengumpulan
Pasal 16

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b

dilakukan oleh:

a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas lainnya; dan

b. Pemerintah Daerah.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

a. TPS;

b. TPS 3R; dan/atau

c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah
permukiman.

TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
harus memenuhi persyaratan:

a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling
rendah 5 (lima) jenis sampah;

luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

lokasinya mudah diakses;

tidak mencemari lingkungan; dan

memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

°opo o

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan
penyediaan TPS dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) di atur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengangkutan
Pasal 17

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c

dilaksanakan oleh:

a. lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW untuk sampah
rumah tangga yang diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R;

b. Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan sampah dari TPS
dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

c. pengelola kawasan untuk sampah kawasan permukiman, kawasan
komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang telah
terpilah, dari sumber sampah sampai ke TPS dan/atau TPS 3R ke TPA
atau TPST;

d. Pemerintah Daerah untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas
sosial,dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan atau dari
TPS/TPST sampai ke TPA; dan
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e. Sepanjang lembaga pengelola sampah belum terbentuk sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka untuk sampah rumah tangga diangkut
ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah  Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah
yang tidak mencemari lingkungan; dan

b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA
atau TPST.

(3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan
stasiun peralihan antara disingkat menjadi SPA.

Pasal 18

(1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
a. gerobak sampah;
b. motor sampah; atau
c. truk sampah dan sejenisnya.

(2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut :
a. menggunakan bak dengan penutup; dan
b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter.

Pasal 19

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta
setiap orang yang menghasilkan sampah lebih dari 30 m?® (tiga puluh meter
kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri sampah ke TPST atau TPA.

Paragraf 4
Pengolahan
Pasal 20

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d
meliputi kegiatan:
a. pemadatan;
b. pengomposan;
c. daur ulang materi; dan/atau
d. daur ulang energi.

(2) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditimbun di TPA.

(3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. setiap orang pada sumbernya;
b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan
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industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas lainnya; dan
c. Pemerintah Daerah.
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang
berupa TPS 3R.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada
wilayah permukiman berupa:

a. TPS 3R;
b. SPA;
c. TPA; dan/atau
d. TPST.
Paragraf 5
Pemprosesan Akhir Sampah
Pasal 21

Pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
e dilakukan dengan menggunakan:

a. metode lahan urug saniter; dan/atau

b. teknologi ramah lingkungan.

Pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Dalam melakukan pemprosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib
menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah Daerah:

a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan

c. menyusun rancangan teknis.

Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah
memenuhi aspek :

geologi;

hidrogeologi;

kemiringan zona;

jarak dari lapangan terbang;

jarak dari permukiman;

tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau

bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima)
tahun.

N
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TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dilengkapi:
a. fasilitas dasar;
b. fasilitas perlindungan lingkungan;
c. fasilitas operasi; dan
d. fasilitas penunjang.
Pasal 23

Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus
memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan
dan/atau rehabilitasi.

Pasal 24

Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemprosesan  akhir
sampah dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan,;

b. pembangunan; dan

c. pengoperasian dan pemeliharaan.

Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
kegiatan:

a. konstruksi;

b. supervisi; dan

C. uji coba.

Pasal 25

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan
akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat :

a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;

b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat;

c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain; dan/atau

d. bekerjasama dengan Pemerintah Negara lain.

Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf ¢ dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Pengelola Sampah

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan sampah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Badan Layanan Umum
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola
sampah yang dibentuk oleh masyarakat, dengan pembagian sebagai
berikut :

a. tingkat Rukun Tetangga;

b. tingkat Rukun Warga,;

c. tingkat Desa/Kelurahan; dan

d. tingkat Kecamatan.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola
sampah pada:

a. kawasan komersial,

b. kawasan industri;

c. fasilitas umum;

d. fasilitas sosial; dan

e. fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-
masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah
tangga ke TPS; dan

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing
rumah tangga.

Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Warga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun
tetangga; dan

b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.

Lembaga pengelola sampah tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (2) huruf ¢ mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun
warga;

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari
tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan

c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan
tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.

Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;

b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari
tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan

c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan
tempat pengolahan sampah terpadu ke DLHK atau BLUD yang
membidangi persampahan.
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Pasal 28

Lembaga pengelola sampah pada kawasan komersial, kawasan industri,
fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) mempunyai tugas:

a.
b.
c.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
Bagian Kelima
Tenaga Kontrak Kebersihan

Pasal 29

Pemerintah Daerah mengangkat tenaga kontrak kebersihan.

Tenaga kontrak kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas menjaga kebersihan dan keindahan Daerah.

Tenaga kontrak kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan upah kerja sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 30

penyelenggara pengelolaan sampah wajib memberikan perlindungan
kepada setiap tenaga kontrak kebersihan.

Perindungan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa perlindungan keselamatan kerja sesuai dengan standar
keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan keselamatan petugas kebersihan berupa alat pelindung diri
untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan
adanya pemaparan potensi bahaya, kecelakaan dan penyakit pada saat
melakukan tugas.

Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan
dengan kebutuhan yang meliputi antara lain:

a. alat pelindung kepala;
b. alat pelindung mata;
c. alat pelindung pernapasan atau masker;
d. alat pelindung tangan;
e. baju pelindung;dan
f. alat pelindung kaki.
Bagian Keenam
Mekanisme
Pasal 31

Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung,
rumah makan, restoran, penginapan, hotel, tempat ibadah, fasilitas
umum dan tempat lain yang sejenis, sebelum dibuang ke TPS terlebih
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dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang dari jam 18.00 — 07.00
WITA untuk selanjutnya diangkut oleh petugas yang ditunjuk ke TPA.

Sampah spesifik yang berasal dari kegiatan industri, tempat cuci foto,
bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instansi kesehatan, tempat
praktek dokter/bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib
dibuang ketempat pemusnahan (insenerator).

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 32
Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.

Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digolongkan pada retribusi jasa umum.

Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi;

a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS dan/
atau TPS3R;

b. biaya pengangkutan dari TPS ke TPST dan/atau TPA;

c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;dan

d. biaya pengelolaan.

Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah
rumah tangga tidak dipungut retribusi.

Ketentuan mengenai penetapan retribusi atas pelayanan persampahan
selain dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 33

Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah
wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin kegiatan usaha
pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 34

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah
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Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan
teknologi ramah lingkungan.

Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:

a. perguruan tinggi;

b. lembaga penelitian dan pengembangan;

c. badan usaha; dan/atau

d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan
sampah.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling rendah memberikan informasi mengenai:
a. sumber sampah;

b. timbulan sampah;

c. komposisi sampabh;

d. karakteristik sampah;

e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga; dan

f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka
pengelolaan sampabh.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh
setiap orang.

BAB X
PERAN KELUARGA, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Pasal 36

Pemerintah Daerah meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan

masyarakat dalam pengelolaan sampabh.

(1)

Pasal 37

Bentuk peran keluarga adalah :

a. meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap limbah yang
dihasilkannya sendiri; dan

b. menggugah kesadaran anggota keluarga untuk berperan aktif dalam
pengelolaan sampabh.
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Bentuk peran lembaga pendidikan adalah :

a.

b.

memberikan pemahaman kepoada masyarakat dan anak didik tentang
bahaya dan efek buruk sampah melalui jalur pendidikan sejak dini;
turut aktif terjun langsung dengan cara mengerahkan semua
muridnya untuk membersihkan sampah di dalam lingkungan sekolah
dan sekitarnya; dan

memberikan pengetahuan mengenai pembatasan, pemanfaatan dan
pendaur ulang sampah baik secara teori maupun praktik.

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa:

a.
b.

menjaga kebersihan lingkungan;

pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah
Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampabh;

pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan
strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga;

pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri
dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau

pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan
oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam
pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan
huruf c¢ disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani
persampahan dan/atau melaui forum masyarakat peduli sampah

Bentuk peran lembaga atau badan lainnya disesuaikan dengan bidang
usaha atau kegiatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum masyarakat peduli
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38

Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah yang dilakukan
oleh masyarakat dan badan.

Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang
pengelolaan persampahan di Kecamatan.

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di
bidang pengelolaan persampahan di Desa/Kelurahan.
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Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dalam bentuk:

koordinasi;

sosialisasi;

bantuan teknis;

bimbingan teknis;

pengembangan sistem informasi dan komunikasi

diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang
pengelolaan sampah; dan/atau

e. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

B0 a0 T

Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai
pengelolaan persampahan di wilayahnya masing-masing.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39
Bupati melakukan pengawasan atas pengelolaan sampah.
Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

dalam bentuk :
a. pemantauan;

b. penindakan;
c. pengendalian;
d. evaluasi; dan
e. pelaporan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal
38 Bupati dapat membentuk Tim.

Tata cara penindakan dan prosedur tetap pelaksanaan tugas Tim
dilaksankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
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(2)
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BAB XII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan
badan usaha yang melakukan:

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampabh;

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau

d. tertib penanganan sampah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang
melakukan:

a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha,
dan perseorangan yang melakukan:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
pelanggaran tertib penanganan sampabh.

Pasal 43

Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

a. pemberian penghargaan;

b. pemberian subsidi; dan/atau

c. pemberian hibah bagi lembaga/kelompok masyarakat.

Insentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat (1) dapat berupa:

a. pemberian penghargaan;

b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampabh;

c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu
tertentu;
penyertaan modal daerah; dan/atau

e. pemberian subsidi.

Pasal 44

Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 dapat berupa:

a. penghentian subsidi; dan/atau

b. denda dalam bentuk uang/barang jasa.

Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
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(3)
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dapat berupa:

a. penghentian subsidi;

b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
dan/atau

c. denda dalam bentuk uang/ barang/jasa.

Pasal 45

Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan
usaha terhadap:

inovasi pengelolaan sampah;

pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

pengurangan timbulan sampah;

tertib penanganan sampah;

pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

pelanggaran tertib penanganan sampah.

me Qo TP

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
membentuk tim penilai.

Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 46

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
dan Pasal 41 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan
lokal setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan
disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 47

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga,
sampah sejenis sampah rumah tangga dan spesifik bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai
akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di
tempat pemprosesan akhir sampah.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. relokasi;
b. pemulihan lingkungan;



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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biaya kesehatan dan pengobatans
ganti rugi; dan/atau
bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang/ badan dilarang :

a.

b.
c.

o Q

=

—_

membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak
sesuai dengan persyaratan tekhnis pengolahan sampabh;

membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum;
membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan
sungai/drainase dan situ;

membuang sampah ke TPA tanpa izin;

membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang;
membuag sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah di
tetapkan;

mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan;

mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka;

membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang
merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan
untuk sumber air bersih/air minum daerah;dan

membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak
sesuai dengan persyaratan tekhnis pengolahan persampahan;
membuang, menumpuk, menyimpan, sampah di jalan, jalur hijau,
taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum, dan
tempat lain sejenisnya;

membuang sampah ke hutan lindung; dan

menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai
tempat TPS permanen.

Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat di kapal ke
sungai.

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha industri rumah tangga
dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak di izinkan atau
membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan tekhnis
pengolahan sampah.

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industri dilarang membuang
sampah pada tempat yang tidak di izinkan atau membakar sampah yang
tidak sesuai dengan persyaratan tekhnis pengolahan sampabh.
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Pasal 49

Setiap orang dilarang memasukkan atau mendatangkan sampah yang berasal
dari luar negeri atau dari luar daerah ke dalam wilayah daerah.

Pasal 50

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 adalah
sampah yang semata-mata sampah kapal yang berlayar, berlabuh dan dok

kapal di daerah.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dapat dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
teguran;

peringatan tertulis;

paksaan pemerintahan;

uang paksa;

pencabutan izin; dan/atau

penutupan usaha/kegiatan.

Moo g

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.
BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

Selain penyidik Kepolisan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran
Peraturan Daerah ini.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas

mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya
tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;

melakukan penyitaan benda atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

o Qo
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g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik Kepolisan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang
melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :

pemeriksaan tersangka;

memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;

penyitaan barang;

pemeriksaan saksi;

pemeriksaan di tempat kejadian;

pengambilan sidik jari dan pemotretan.

™o o TR

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a
dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus
ribu rupiah).

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dikenakan
sanksi pidana berupa denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu rupiah).

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j,
huruf k dan huruf 1 dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda
sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2)
dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp10.000.000.00
(sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3)
dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp25.000.000.00 (dua
puluh lima juta rupiah).

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 ayat (4)
dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima
puluh juta rupiah).
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Pasal 54

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47 huruf m
dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 55

Pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling banyak RpS50.000.000.00 (lima puluh juta
rupiah).

Pasal 56

(1) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan
Pasal 54 merupakan tindak pidana pelanggaran.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54
disetor ke kas negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang
belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya
Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan
sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah
ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan dalam
waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai
berlaku.
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Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI SINJAI,
ttd
SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,
ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM.10.205.17




-28-

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

L UMUM

Bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara langsung
maupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya produksi
sampah. Penanganan sampah memerlukan perhatian khusus, yang jika tidak
segera ditangani dan dikelola dengan baik, akan semakin berdampak pada
lingkungan hidup, seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Selain itu,
sampah yang dibuang secara terbuka dapat berpeotensi menimbulkan
berbagai penyakit. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu
sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan
yang ditimbulkan oleh sampah dapat dicegah dan diminimalisir.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab
bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang operasional
pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta
dapat melibatkan organisasi pengelola sampah maupun masyarakat. Oleh
karena itu untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan sampah di
Kabupaten Sinjai agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dapat terwujud,
perlu adanya dasar hukum pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga
adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.
huruf c
Cukup jelas.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa
Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah
dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang
baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa
pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan
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teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak
negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,baik pada
generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan
sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah
sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam
pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan
yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan
secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam
pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong
setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk
mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa
pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa
pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan
sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai
dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah
merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat
dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
huruf a
Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah”
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adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang

dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk

dan/atau kemasan produk sampai dengan saat

berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah

antara lain :

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di
daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;

2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau

3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan
sekali pakai.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah

upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang

berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih

dahulu.

huruf c
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah”
adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai
dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda
dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih
bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih
dahulu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai
oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan
yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara
bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.

Pasal 14
huruf a
Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan
mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan
jenis.
huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan
mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke
TPS atau TPS 3R.
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huruf c
Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan
membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau
TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak
bermotor yang didesain untuk mengangkut sampabh.

huruf d
Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan
mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

huruf e
Yang dimaksud dengan “pemprosesan akhir sampah” adalah
kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan
berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan
beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli,
kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan
listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
huruf b
Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara
lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau
bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makluk hidup
lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah
makanan dan serasah.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
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Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
huruf a
Metode lahan wurug terkendali (controlled landfill) yaitu
metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan
cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup
sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini
merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu
menerapkan metode lahan urug saniter (sanitary landfill).
huruf b
Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill)
yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang
disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan
penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan,
serta penutupan sampah setiap hari.
huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang
tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif,
tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung
berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah
berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan
tanah kedap air atau lempung.

huruf b
Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain
kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter,
kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10 cm/detik,
dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100
m (seratus meter) di hilir aliran.

huruf c
Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan
lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua
puluh perseratus).

huruf d
Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu
lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk
lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan
berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk
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lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

huruf e
Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak
lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer)
dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan,
penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a
Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset,
drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

huruf b
Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap
air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi,
wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan
gas.

huruf c
Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut
sampah dan tanah.

hurufd
Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat
pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan
pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium,
dan tempat parkir.

Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan
pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana
penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.
huruf b
Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan
pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.
huruf c
Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan
pengoperasian prasarana penanganan sampah.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27

Cukup Jelas.



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)

Cukup Jelas.
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Ayat (2)
huruf a
Cukup Jelas.
huruf b
Cukup Jelas.
huruf c
Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum
yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan
kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban
biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak
mematuhi ketentuan dalam  peraturan perundang-
undangan.
huruf d
Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam
jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar
ketentuan dalam peraturan perundangundangan sebagai
pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan
hurufe
Cukup Jelas.
huruf f
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 109



-24-



S e s el At O

!BTA FABAKAN DINAS EINGKUNGAN WADUR mas  KEBMUTANAN KAB.

BINFAN i

ll!f.d:-ll Ilf!:r 1

o et o S ! s

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

i o S At £ et

L3
wie:7 wars |
mpiz yd:2 |
mpa:1 o Mes - |
jivja:3 - wd:s1o b=
AR 1. S V£ PN s
(3
' i
’
| 20
] ¥ 5 !
! ANDI I!B.ﬂ.l., $.505., M. .Si
| ey 1992031003
| (Wib-s2)
4 — L —— A — —
P—— . B It
; SUBBAGEAN |
PBQEM_ i i ;
! SURIANTI R, 5,508 aAaA szwrenz St. SRIANI M, 5,505, M.
i =il _.}9.??"929 2007012 005 .1..%551231 199m121008 | | .197611302007012021 |
e e o - ' T “m S T T— Tm m ||l]¢.‘ = {ﬁr
’
|
)
‘
[
e oy oo e { i R -
o H i i
! BIDANG BIDANG BIDANG
| PENATAAN DAN PENAATAN BIDANG ! PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH BAHAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
. LINGKUNGAN HIDUP : PENINGATAN KAPASITAS i
WARIS, 5P., M.Si TR, MAKMUR TASBIH ANDI MAPANGANRO, SE., M T TKASIV NOGR, S.HU, MWL VBA |
.. A37306012003121007 . L Ageanit 200'21933,,1_0.3 SCE— _.,_,_WBWH 2010011008 —~o... 3650617 2008041007
Wis-32) e “ =53] Lo
L r [}
PE——————— ] P .—.-,.--‘.---.—r,-v P ———— | o e o i e . e 2 s
ir KEPALA SEKSI ] r KEPALA SEKSI E r i 1
1
. KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI b
! IAA ’ i ] i : + i
{ PERENCAMAAN DAN KAIAN DAMPAK f PERLINDUNGAN DAN PENGAWETAN i el UAAN SARPAN i PENCEMARAN LINGKUNGAN i
t LINGKUNGAN ¢ TAMAN HUTAN RAYA ‘o ; ' sl
H ZAINAL ARIFIN, 5.5 = SYAMSUL QAMAR AHMAD, 5.Hut.,, MM ! DARWIS, ST H MORMALIA DIAMAL, ST
ey, AB7A0217 2006021003 ! . ..19850516 2011011013 ! e LAYI5A128 2005081006 ! .--..-...1,9_73“39' 2006042017
(ijd-$i] i hifc-52) i Tinfd-51) i “Tifa=-s1y
‘' ' ’ [ '
! !
| | -
| | " MUZAKKIR _  DIANPRATIWNSPI
i i _ simAN : Tnija-5.4]
i i M.ARIFK
{ 4 0 MUH. ARIF
H H RUSLI
I ! - IsMAL !
! | | MUH.JAFAR
| | ABD. RAZAK
i 1 MUH, JABIR
i i i HASAN
, H V BAHRIL '
| | i1 |
i p— i | — i
[ KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI [
H H KEPALA SEKSI [ ! KEPALA SEKSI
f ] PENGADUAN DAN PENYELESAIAN I | | |PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA |
i.---. CENGKETA LINGKUNGAN i PEMANFEAATAN TAMAN HUTAN RAYA i AN BERRCN i PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
i = SUHARMARN, 5T / VUSUF PALULLA, 5.HUt ' VANTI ASTINA, SKM ‘ TNA SABRIANI R, SKM
Pl 1se7osiozeospaiols | . 1g76052019%6031005 | ! .. io7e12282006042023 _ | bl _asesiiaoznioni2edr
i (We-s1T” i W I i o165 6 ] TS T
’ [
! ! ! !
| | | |
(] ’ I3 13
I | | |
’ [l ) ¥
[ | [ |
] " o 2
! ! KEPALA SEKSI ! ! KEPALA SEKS! ! i
' KEPALASERN ! PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN I b | PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN ! REBALA SERS) l’
; PENEGAKAN HUKUM LINGKINGAN i i 'i / PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
L | PENGELOLAAN nunm PENYANGGA 3 1 HIDUP i £ _ i
" TBHAN FALIK BARLAN, S.Kel., M.LIng | RN WARVUDL, 5T, MM >~ TATHARTAD WA, 5.pd i
. A8E01212 2000013036 I |- 7| .q}rLﬂ H 1475 7399 L0281 e A—— ‘:‘.5§1_??>lg€-§9.9'§ L7 Lt S
(%f o l;%gi’ﬁgﬂ e ! j%! 52) % e - 5.1?‘1 29
!
I
i

MUHAM‘MAD RINDANG, $.505
19761211 201001 1 005

i lli.fb Sy

KEPALA TATA usam TABORATORIUM

MUHAMMAD AKBAR Af 3 MAD 5.505
19821116 201001 1 003

| Hy/h-5.0)




BUPATI SINJAI

PROVINST SULAWES] SELATAN

REPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 45 TAHUN 2040

TENTANG

PENGANGKATAN KEMRBALI TENAGA XON

PADA DINAS LINGKUNGA'Y HIDUP DAN KEHUT

TAHUN ANGGARAN 2020

BUFATI SINJAL

Menimbang: 8. Dbahwa dalam rangka kelanca
menunjang program Kebersihan
Lingkungan Hidup dan Kehunﬁa
mengengksat dan mempekerjal
Kebersihan untuk Tahun 2020;
o.

dalain keputusan ini, memenuh
asbagai tenagr xontrak kebersih

tidup dan Xehutanan Kabupatery Si

c.  bahwa berdasarkan pertimbang
nuruf a dan huruf b, perlu mene
Penigangkatan Kembali Tenaga
Lingaungan Hidup dan Kehut
Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tah

Dacrah Tingl:at 11 di Sulawesi (Le

Tahun 1959 Nomor 74, Tamb

Indonesia Nomor +822;

Uncdang-Undang Noror 17 T

behwa nama-nama tenaga koni

TRAK KEBERSIHAN
ANAN KABUPATEN SINJA]

Tan - tugas sehari-hari untuk
dan tugas lainnya padd Dinag
nan Kabupaten Sinjai, perlu
an kembali Tenaga Kontrak

ek kebersihan yang tercantum
syarat untuk diangkat kembali
- pada pada Diras Lingkungan
rijai Tahun 2020,

1 sebagaimana dimmaksud dalam
pkan Keputusan Bupati tentang
ontrak Kebersihan pada Dinas
an Kabupaten Sinjai Tahun

1 1959 tantang Pembentukan
baran Negara Republik Indonesia
an Lembaran Negara Republik

ahuny 2003 te

ntang Keuangan Negara
(Lembaran, ‘Negara Republik Indénesia Tah

Tambabhan Lembaran Negara Repu

w

Undang-Ur.dang Nomor 1 Tah
Negara (Lemibaran Negara Repub
5, Tambahan Lemt.aran Negara Re
4. Undeng-Undang Nomor 33 Tah
Keuangan antara Pemerintah Py

llembaran MNegara Republik Indq

Tarabahan Lembaran Negara Repu

Undang-Undang Nomor 18 Tal)
Sampah (Lembaran Negara Repub

6%, Tambahan Lembaran Negara R}s

Undang - Undang Noraor 12 'Taj
Peraturan Perunda.ng—-unda_ngan
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 82 1

un 2003 Nomor 47,
blik Indonesia Nomor 4280)

r

ur] 2004 tentang Perbendaharaan

ik Indonesia Taliun 2004 Nomor
publik Indonesia Nomor 43 55)

un 2004 tentarg Perimbangan
Sat dan  Pemerintahan Daerah

nesia Tahun 2004 Nomor 126,
blik Indonesia Nornor 4438)

un 2008 tentang Pengelolaan
ik Indonesia Tahun 2008 Nomor
publik Indonesia Nomor 4851);

un 2011 tentang Pembentukan
(Lembaran  Negarg Republik
Nomor 5234):




9.

10.

Yt
o

13.

tenteng Pemerintahan Daerah

. Peraturan Pemeri-tah Nom

Perloman Pengzelolaan

~2~

Urdang -~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan tentang
Pemrerintahar Daerah ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244 (Tambahan Lerabaran Negara Republik Indonesia
MNomor 55§7) schagiarnana telah diubah beberapa kali Uy Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 téntang Perubahan Atas
Undang-Undarny Nomor 23 Tahun 2014) ( Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia U

U Nomor 9 Tahun 2015 ten
Perubahun Kedun

tang
Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014

Menjadi Undang-Undang Nomor
S-EJI-\CI- Y, 'I.ah.u n 20 1 3]

1

Undang Undung Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitras;
Pernerintahei) tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 30);

Peraturan Pamerintals Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Dacrah (Lerabarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
~1¢, Tambuahan j.embaran Negars Republik Indonesianomor 5887)

Peraturan Pemerintah Momor 1.2

Tahun 2017 tentang Pembinaan
drn Penigawasan Penyelenggaraan

Penerintahan Daerah (Lembaran
N-gara Republik Indonesia Tahur,

2017 Nomor 73, Tambahan
L tnbaran Vegara Republik Indonesia Nomor 6041);

.
Hl

or 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Kt vangan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nurnor 63272);

F‘er:.turén Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tent

Keuangan Daerah sebagaimana telah
dibahbeberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menter Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Feraturan Moenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pergelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Inconesia Tatun 2011 Nomar 310);

Fereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia. Tahun 2015 nomor 2036),sebagaimana Telah diubah
dengan Peraturan Menteri Delazn Negeri Nomo 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Inde nesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Dasrah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik

(l.embaran Daeraly Kabupaten Sinjai  Tahun 2013 Nomor
2)Tambahan Lembaran D

acrah Xabupaten Sinjai Nomor 45 Tahun
2013y;

&




2?

4,

b

Cat

. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

. Peraturan B, pati

- Peraturan Bupet! Nomor 25

. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 20

~3~

Peraturan Duerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangla Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2005 - 2025 (Lembaren Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015
Notor 15, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten SinjaiNomor
57T}, sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Daersh Nomor 16
tahun 2017 tentéag Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2013 tentang Rencana Pembargunan Jangla Panjang
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005- 2005 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjui Tahun 2017 N

omor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

Peratiran Dasrah Nomo § Tahun 2016 fentangt Perbentukan dan
Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tehun 2016 Nom.or 5,Tamb

Siujai Nomao 93),s i

Dasrah Nomer 25 hTahun 2019 tentang
Daeral Nomor 5 Tahun 2018 Tentang P
Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah

2019 Nomor 25,Tambahan Lembarar,
Nomo 15%);

embentukan dap Susunan
Kabupaten Sinjai Tahun
Daerah Kabupaten Sinjai

2019 teritang Rencang
gka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2,
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

Pembangunan Jan
(Lembaran Daerah
Tembahan Lembaran

Feraturan  Daerah Nomor 24 Tahun 2
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate

2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tambahan Lerabaran Daerah Kabup

019 tentang Anggaran
n Sinjai Takun Anggaran
Sinjai Tahun 2019 Nomor 24,
aten Sinjai Nomor {5 1);

Nomor 65 Tahun 2016
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dar Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutznan ( Berita Daer
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65 It

tentang Susunan

Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

n Sinja! Tahun Anggaran 2020 (Berita
un 2019 Nomor 25);

Pemerintah Dasrah Kabupate
Daerah Kabupaten Sinjai Tah

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 20
Evaluasi  dan Monitoring  Realiasi

Pembangunan ( Berita Daerah Kabupaten S
39);

19 tentang Perigendalian
Pelaksanaan Kegiatan
injai Tahun 2019 Nomor

019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah

Kabupaten Sinjai Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor
41);

Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Dinag Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2020;




MENETAPKAN -

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth. s /
Ketua DPRD Kabupaten Sinjal;

Inspektur

oo

24. Keputusan Bupati Nomor 933 Tahun 2019 Tentang Pengesahan
Dolkumer. Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
L1nas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun
Ainggaran 2020, :

MEMUTUSKAN :

Merngangkat Kembali Tenaga Kontrak Kebersihan pada Dinas
Linglcungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun
Anggaran 2020, sebagaimarna

nama-nama Tenaga Kontrak
tercantum  dalam Lampiran yang

‘ merupakan hagian tidak
terpisahkern deri Keputusan ini.

Dinas Lingkungan Ridup dan Kehutanan sebagai Perangkat Daerah

yang membidangi urusan Pengelolaan Sampah, berwenang
melakukan periketan mengenai tugas, tanggung jawab, hak dan
kewajihan serte ketentuan leinnya kepada Tenaga Kontrak dalam
bentuk pengikutan kontrak kerja.

Tenaga Kontrek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib
melaksanakan segala ketentuan klausal kontrak kerja sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA.

Tenaga Kontrak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalarn Diktum KEDUA diberikan Jass Upah Kerja/Penghasilan
setiap Bulan selama 12 (Dua Belag) bulan terhitung mulai Bulan
Januari sampai bulan Desember 20

20 sebesar Rp.1.000.000,00
(satu juta rupiah);

Segalse Blaya yang timbul dalam velaksenaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tabun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Eehutanan dengan kode rekening 1.02.02. 1.02.02.01.26.01

Keputusan Bupa'i ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada thnggal , 2 \
s\

anuar: 2020

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

e /
Daerah Kabupaten Sinyeai; /

Kepala Badan Keuungan den Asct Daerah Kabupaten .Si:n_]:ai;
Kepala Badan Kepegawaian dan PSDMA Kabupaten Sinjei;
Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Masing-masing yang bersangkutan;

Setda Kab. Sinjai;
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Menimbang:

Mengingat

he]

3 I

BUFAT] SINJAI
PROVINGR] SULAWES] SELATAN

KEFUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 4% TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK KEBERSIHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN {IDUP DAN KEHUTANAN

KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SINJAT,

bahwa dalar, rangka kelancaran
uenunjang orogram Kebersihan dan tugas lainnya pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, perly
mengangkat dan mempekerjakan Tenaga Kontral Kebersihan
unruk Tahun 2020;

wigas sehari-hari untuk

baarwa narna-nama tenaga kontrak kebersihan
dalam keputusas ini, memenubi syarat unt
tenaga koritrak lebersihan pada pada Dina
dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

yang tercantum
uk diangkat sebagai
s Lingkungan Hi iup

Uudang--Un('lnng Nomor 29 Teghun 1959
Daerah Tingkat 11 dj Sulawesi (Lembaran Neg

Tanun 1959 Nomor 74, Tambahan
Indonesia Nomor 1822;

tentang Pembentukan
ara Republik Indonesig
Lembaran Negara Republik

Undang-\Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2003

3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

T_i.r_;.,-.‘la_ng-Umiang Nomor 32 Tahup 2004
Keuangan antara Pemerintah Pugar dan
(Lembaran Negarg
Taimbahan Lemnbar

tentang Perimbangan

Pemeriritahan Daerah
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

an Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

'E_Tndanb-'[lndang Nomor 18 Tah
Sampah (Lembe ran Negara Re

publik Indonesia Tahun 2008 Nomor
69, Tambahan Lembaran Ne

gara Republik Indonesig Nomor 485 1)

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang—-undanga.n (Lemnbaran Negara Republik
Indonesia Tatun 2011 Nomor 82 Nomor 5234); - '




(]

10.

11.

13,

14,

. Peraturan Menter{ Dalam

"vZﬂd

CUndang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perat
Pemerintahan Daerah ( Lembaran

2014 Nomor 244 (Tambahan Lem
Nomor 5547) sebagiamana telah

uran tentang
Negara Republik Indonesia Tahun

baran Negara Republik Indonesia

diubah beberapa kali UU Nomor 2
Tehun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penggant
("ndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-lUndsng Nornor 23 Tahun 2014) ( Tarabahan Lembaran

legora Republik Indoresia UTy Nomer 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undan

g Nomor 23 Tahun 2014
fentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang«Undang Nomor
2387 Tahun 2019);

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitras]
Pemerintahan tentang Pemerintahan

(l«mbaran Negara Republik
indonesie. Taliun 2014 Nomor 30);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Rep

ublik Indonesia Tahur 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiariomor 5887);

Peraturan Femerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pen velenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Inilonesia Tahup 2017 Nomor 73, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1)
Peraturau Pemerintah Nomor 19 Tahun
Keuangan Daeray (Lenibaran Negara
2019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Nomor 6322); '

2019 tentang Pengelola&h
Republik Indonesia Tahun
Negara Republik Indonesia

Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolagn Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubahbeberzpe kali

Negeri Nomor 21 Tal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengslolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Talun 2011 Nomor 310)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Permbentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 nomor 2036),sebagaimana Telah diubah
dengan Peraiuran Menteri Dalam Negeri

teritang Pernbentukan Produk Hukum D

aerah ( Beritg Negarg
Republik Indon :sia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Daersh Normor 3 Tahwun 2013 tentang Pelayanan Puhlik
{lembaran [Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2013 Nomor
2jTambakun Lembaran Daersh Kabupaten Sinjai Nomor 45 Tahun
2013) ;

Nomo 80 Tahun 2015




15.

18.

15,

20.

22.

23,

. Peraturar; Daerah Nomor 2 Tahun

i~ 3~

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SinjaiNomor
57, sebagiarnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16
tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Sinjai Tehun 2005- 2025 ( Lembaran Daerah

Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Keabupaten Sinjai Nomor 115)

Peraturan Daerah Nomo 5 Tahun 2016 tentangt Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Deerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2016 Nowor 5,Tembahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Norno 93),sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 25 bTahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dacrah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

2019 Nomor 25,Tambahan lembarar Daerah Kabupaten Sipjai
Nerno 162);

s

2019 tentang Rencana
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
(«cmbaran Deerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2,

Tarnbahan "embaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129)

Pembangunan

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tenieng Anggaran
Penclapatan dan Belanja Daerah Ka

bupaten Sinjai Tahun Anggaran
020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24,

Tambahar. Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);
Peraturan Bupati Nomeor 65 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukarn, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas = lingkungan Hidup dan Kehutanen ( Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tehun 2016 Nomor 65 );

Peraturan Buapati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerab Kabupaten 3injai Tahun 2019 Nomor 25);

Peraturan Buputi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian
Rvaluasi dan Monitoring Realiasi Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan ( Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor
39)

Peraturen Bupati Momor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Angguran Peadapatan dan Belanja Deerah Kabupaten Sinjai Tahun

Anggaran 2020 {Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor
41); '

Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daersh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2020:




~4~

24, Keputusan Bupad Nomor 933 Tahun 2019 Tentang Pengesahan
Dokurnen Pelnksanaan Anggaran Satucn Kerja Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehuta:ien Kabupaten Sinjai Tahun
Anggeran 2020,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ¢ .
KESATU - Mengangkat Tenaga Kontrak Kebersih
Midup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020,
sebagaimana nama-nama Tenaga Kontrak tercantum dalam
Lampiran yang merupakan hagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan seba
 yeng membidangl urusan Pen

melakukan perikatan mengenai tugas, tanggung jawab, hak dan
kewajiban serta ketentuan lainnya kepada Tenaga Kontrak cdalam
bentuk pengikaian kontrak kerja.

Tenuaga Kontrak ssbagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib
melaksanakan segala ketentuan kKlausal kontrak kerja sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA.

Tenaga Konirak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Dikturmr KZDUA diberikan Upah Kerja/Penghasilan setiap
Bulan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari
sampai bulan Desember 2020 sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta
ruwiah),

KELIMA © Segala Biava yeng timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini
dibsbankan peda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Keabupaten
Sinjad Tahun Anggaren 2020 pada Dines Lingkungan Hidup dan
Kehitanan dengan kode rekening 1.02.02.1.02.02.01.26.01
Kemutusan Bupati ini mulai berlaku pada tan ggal ditetapkan.

an pada Dinas Lingkungan

KEDUA

gai Perangkat Daerah
gelolaan  Sampah, berwenang

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Sinjai
pade tanggal 02 Jouar 202p

U1 SHTO GADHISTA ASAPA
Tembusan: Disampa’kan Kepada Yt
Ketua DPRD Kabupaten Sinjaj,
Inspektur Daeral: Kabupeten Sinjai;
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjad;
Kepala Badan Kepegawaian dan PSDMA KabupatenSinjai,
Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawalan Setda Kab, Sinjai;
Masing-masing yang bersangkitan;

(S ) IOV S N
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NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2019 - 2020
KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWES| SELATAN

' Tahun 2020 PERUBAHAN
HETERANGEN Talily2018 (Jan-Jun) Tahun 2020 - Tahun 2019
persen
i POTENSI TIMBULAN SAMPAH 38,825.34 18,606.80 -19,218.54 -50%
(Jumiah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)
Il [JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH 751212 4,264.91 -3,247.21 -43%
i Persentase pengurangan sampah 19.35% 21.75%
a Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah 3,069.75 1,710.02 -1,359.73 -44%
b Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah 16.58. 8.54 -8.04 -49%
o Jumlah Pendauran Ulang Sampah 4,425.79 2,546.35 -1,879.44 -42%
Il JJUMLAH PENANGANAN SAMPAH 28,178.00 14,723.01 -13,455.00 -48%
Persentase penanganan sampah 72.58% 75.G5%
d |Pemilahian/Pengumpulan
e |Pengangkutan®)
Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)
Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir {residu pengolahan)
f |Fengolahan 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan temak, kompos, daur ulang dan upcycle) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi 0.00 0.00 0.00 #DIv/0l
g [Pemiosesan akhir 28,178.00 14,723.01 -13,455.00 -48%
Jumlah Sampah yany terpioses di iempat pemrosesan akhir 28.178.00 i4,723.01 -13,455 00 -AS%
I p—
:k SAMPAH YANG DIKELOLA (Il +1II) B 35,680,912 18,587.92 16,702.20 -47%
Persentase sampah terkelola 91.92% 96.84%
vV ISAMPAH TIDAK DIKELOLA (- 1V) 3,135.22 618.88 2,516.34 80%
Persentase sampah tidak terkelola 8.08% 3.16%

~>~Ditetapkan di Sinjai
T :
W/w mmﬁkm:wW@%%?%momo

W

i




. _ TIMBULAN SAMPAH KABUPATEN SINJAI

1N Indikator K 2019 2020
1 |Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun) 38,825.34 39.213.60
2 |Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sarnpah Rumah Tangga dalam Jakstranas 20% 22%
3 |Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi .
Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai (Ton/Tahun) 1,765.07 8,626.99
Teknis Penghitungan
Jumlah Penduduk (JP) satuan jiwa 265,927 268,586
Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (ETS) satuan kg . 0.40 0.40
Potensi Jumlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/heri = (JP x ETS)/1000 106.37080 107.43451
Target Timbulan Sampai Per Tahun satuan ton/tahun = PJTS x 365 38,825.34200 39,213.59542
Target Penanganan
Tahun
N ikat .
] Indikator 2019 5020
1 |Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampzh Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun) 18,325.34 39.213.60
2 |Target Penanganan S2mpah Run." Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Ruman Tangga dalam Jakstranas 80% 250
+ (]
3 |Target Penanganan Sampan Rumak Tangga dan Sampak Sejenis Sampaih Rumzh Tangga Tingrat Previnsi Sulawesi
Selatan Kabupaten Sinjai (Ton/Tahun) . . 31,060.27 29,410.20
Teknis Perhitungan . -
Jurilah Penduduk (JP) satuan jiwa ) 255,927 268,566
Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (ETS) satuan kg - 0.40 0.40
Potensi Jurnlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/hari = (JP x ETS)/1000 106.37080 107.43451
Target Timbulan Sampah Per Tahun satuan tonftahun = PJTS x 363 : . 38,825.34200 39,213.59542
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“PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH"

[T WSS R T L T R e L ELRE S T

KABUPATEN SINJAI

Dota pembatasan timbulan sampah dimofion untuk langsung diisi pada sheet ini (tidak link dengan sheet lain). Data yang dimasukan HARUS sesuai dengan kondisi rill di lapangan. Jika pemerintoh pusat membutuhkan alamat/lokasi detail
pembatasan timbulan sampah, dimohon pemerintah kabupaten/kota dopat menyediakan datanya.

PENGURANGAN SAMPAH :
A. Pembatasan Timbulan Sampah

Jumlah suinlah : o :
T : Jumiah Timbulan | Jumlah Timbulan . -
: .Es.__m_.d Tinbalan Sanipdy | TiminEs: Sampat ' Sampah Setelah ada| Sampah Setelah ada | Jumlah Sampah yang | Jumlah Sampah yang Residu v.:.\mm:_mmwm
e e Sad. | Symnada sebelimada | pombatasan Pembatasan | dibatasi (tohari) | dibatasi(tonitahun) | (tontahun) | = ST
{Unit) pembatasan pambatasan (fonhari) (ton/tahun) : i Terkelola (%)
{ton/hari) {ton/tahun) N
1 |Sekolah Adiwiyata 40 2.08060 759.41900 0.31209 113.91285 113.91285 15.00%
2 |Sekolah Non Adiwiyata 15 1.04030 379.70950 0.52015 189.85475 M. 189.85475 50.00%
3 [Perguruan Tinggi 4 1.04030 379.70950 0.44733 163.27509 216.43442 43.00%
4 |Pondok Pesantren 6 1.04030 379.70950 0.41612 151.88380| 227.82570 40.00%
5 [Perkantoran 80 1.56045 569.56425 0.31209 113.91285 45565140 20.00%
6 |Pasar 12 3.12090 1,139.12850 1.27957 467.04269] 672.08582 41.00%
3, [l Pelaparnan Kenshedan 20 031209 11391285 008739 31.89560| 8201725|  28.00%
(RS/Fuskesmas/Klinik)
8 {Retail Modern 0.00000 £.0000C 0.00000 0.00C20}- 0.00000 #DIVIC!
9 [Swaiayan/Mini Market -7 0.31209 113.91285 0.11547 4214775} 71.7651C 37.00%
10 |Pertokoan/Kios/Warung 50 2.03060 759.41900 0.79063 288.57922} 470.83978|  38.00%
11 {Industri 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000} 0.00000 #DIVI0!
12 |Penginapan/Hotel/Wisma 12 0.20806 75.94190 0.07074 25.82025 50.12165]  34.00%
13 |Rumah Makan/Restoran 30 0.20£06 75.94190 0.06866 3 25.06083 50.88107 33.00%
14 [LAPAS (Lembaga Permasyarakatan) 1 041612 151.88389 0.10403 37.97095(: 113.91235]  25.00%
5 |Terminal Bus / Angket 1 0.41612 151.88380 0.19558 71.38539| 80.49841 47.00%
16 |Stasiun Kereta Api 0.G0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 FOIVI0!
17 |Pelabuhan Penumpang 0.0C000 0.00000 0.00000/ 0.00000 0.C0000{" 0.00000 #DIVID!
| 18 |Bandar Udara 0.00000 0.0C000 0.00600 0.00000 0,00000] . €.00000 #DIVIO! ]
15 [Temoat ibadah 0.00000 0.00000 0.00000] 0.2G20G 0.000G0! 0.00000| #DIVID!
20 |Tempat Wisata 3 T 0.10403 37.57095 0.03745 12.55954 0.06655 | 2430141 26.00%
21 |Taman Kota il 0.00000} 0.00000 0.06000 0.00000 0.000cc]  #DIVIO!
22 |Hutan Kota 0.00600 0.C0000 0.00000 0.00000| 0.0000C #DIV/Q!
23 |Permukiman 0.00000 0.00000 !
o4, {egietan Geralian BumberiBertin §:PON, Jumal 4 ¢ 20806 75.94150 9.02081 759419 €2.34771  10.00%
Bersih, Bersin-Bersih Fantai, Eveni Lainnyza)
Lainnya 0.00002 0.00000 0.00000 #DIVIO!
14.14805; ~5,184.0492 g 1,744.00573 7

Keterangan _uo.acmﬁmm: Timbulan mma?...: :
- Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampak yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau

berakhimya kegunaan produk daniatau kemasan produk.

Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dar mudan terurai oieh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.
Sumber : PP 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a)

kemasan produk sampai dengan saat




Data pemanfaatan kembali sampah dimohon untuk langsung diisi pada sheet ini (tidak fink den

CAPAIAN KINERJA PENGURANGAN SAMPAH TAHUN 2019
"PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH"

pemanfaatan kembali sampah, dimohon pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan datanya.

KABUPATEN SINJAI

gan sheet lain). Data yang dimasukan HARUS sesuai dengan kendisi rill di fapangan. Jika pemerintah pusat membututikan alemat/ckasf detail

PENGURANGAN SAMPAH :
B. Pemanfaatan Kemball Sampah
Jenls Sampah yang dimanfaatkan kembali v e :.
Jumilah j mnavwz yang Sampah vang
No Lokasi Sampah yang dimanfaatkan kembali Unle Jumiah Kemasan | Jumiah Kemasan | Jum'ah Kemasan Jumiah Jumiah Ban Jumiah Eau_._ﬂ_..m%m_._ Dimanfaatkan | Keterangan
{unip Botol Kaca/Beling Botol PET Botol Aluminfum ‘KemasanCat | (Mobil/Motol/Sepeda) |  Lain-Lain Kembaii (ton/buian) Kembali
{tonvbulan) (ton/bulan) (ton/bulan) {tan/bulan) {ton/butan) {ton/bulan) 1L (tonitahuni)
1 |Permukiman 9 0.04853 0.37332 0.01768 0.02652 0.07082 0.09018 0.62705 7.52457|
2 |Sekolah 55 0.02184 016799 0.00796 0.01183 0.03187 0.04058 0.28217 3.38606
3 |Perguruan Tinggi 4 0.00146 0.01120 0.00053 0.00080 0.00212 0.00271 0.01881 0.22574
4 |Pondok Pesantren 6 0.00170 0.01307 0.00062 0.00083 0.00248 0.00316 0.02125 0.26335|
5 |Perkantoran 80 0.00218 0.01680 0.00080 0.00119 0.00319 0.00466 0.02822 0.33861
6 Pasar 12 0.00631 0.04853 0.00230 0.00345 0.00921 0.01172 0.08152 0.97819
7 |Fasiitas Petayanan Kesehatan 20 0,00461 003547 000168 0.00252 0.00673 0.00857 0.05957 0.71483
{RS/Puskesmas/Klinik}
g |Pusat Pezhiagaan (Perokoan, retal, 57 0.00230 001829 0.00087 0.00130 0.00347 0.00442 0.03073 0.36870
swalayan,mini markat_dll}
9 |Industri 0,00022 000188 0.50008 000012 0.00032 0.00041 0.00282 0.03325
_ls LAPAS (Lembaga Permasyarakatan) 1 0.00531 0.04853 0.00230 0.00345 0.00921 0.01172 0.06152 0.57819
e T = Yo = e -
o _nn_m__.;mm Publik {Terminai, Bandara, Stasiun KA, 4 0.00238 01829 . 0.00130 000347 0.0M442 0.03075 0.36870
|Pelabuhan, taman kota dll) = N
12 |Hotel/Penginapan 12 0.00228 0.01755 <.00083 0.00125, 0.00333 0.00424 0.02947 0.35365
13 |Restoran 30 0.00240 0.01848 0.0n088 0.06131 0.00351 0.00446 0.03104 0.37247
]
13 |Lain-Lain 1 0.¢0437 0N3360 0.00159 0.008i2 0.67721
. Total Aofoess| . osas0| .. . ooswrl . 013876}

Keterarngan Pemanfaatan Kembali Sampah :

- Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya uniuk mengguna ulang sampah sesuai

daiiu.

Sumber . PP &1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah: Ssjenis Sampah Rumah Tangga (Penjelasan Pasal 11 ayat (1} huruf o)

dengan fungst yang sama atau fungsi yang barbeda danlatau menggunakan ulang begian darl samoah yang masih bermanfast tanpa meialul stistu proses pengolahan terisbin



CAPAIAN KINERJA PENGURANGAN SAMPAH TAHUN 2020
"PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH"
KABUPATEN SINJAI

Data pemanfaatan kembali sampah dimohon untuk langsung diisi pada sheet ini (tidak link dengan sheet lain). Data yang dimasukan HARUS sesuaj dengan kondisi rill df lapangan. Jika pemerintah pusat membutuhkan alamat/ffokasi
detail pemarifaatan kembali sampah, dimohon pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan datanya.

PENGURANGAN SAMPAH :
8. Pemanfaatan Kembali Saripah

Jenis Sampah yang dimanfaatkan kemball :
Total “Jumlah
No Lokasi Sampah yang dimanfaatkan kembali .__.__.__snw_._ .E_.._.._._wz Kemasan Jumiah Kemasan Jumlah Kemasan Jumiah Jumlah Ban Jumiah u.:..”.s__“._mvﬂur“awﬂﬂ_g__ M_t_.avw”aﬂ”.“ ' Keterangan
Uk} _EE_ Kaca/Beling Botol PET Botol Aluminlum ' | Kemasan Cat .:._ocEZuS_ﬁn_ﬁn_m_ Laln-Lain A El_u_..._»_..u xm:._r.u__ -32 tah E& SRR
{ton/bulan) {ton/bulan) {ton/bulan) |  (to/bulan) {ton/bulan) {ton/bulan) ; bty
1 |Permukiman 9 0.04998 0.38452 0.01821] , 0.02732 0.07294 0.09289 0.64586 7.75031
2 |Sekolah 55 002249 0.17303 0.00819 001229 003283 0.04180 0.25064 3.48764
3 |Perguruan Tinggi 4 0.00150 001154 0.00055 0.00082 0.00219 0.00279 0.01938 0.23251
4 |Pondok Pesantren 6 0.00175 601348 0.00064 £.00096 0.00255 000325 0.02261 0.27128
§ I
5 Perkantoran 80 0,00225 0.01730 0.00082} 0.00123 0.00323 0.00418 0.02906 0.34876
6 Pasar 12 0.00650 0.04335 000237 0.00355 0.00948 0.01208 a_omu@m_ 1.00754
7 Fasilitas vm_m_..m:mq _.Ammm:m.m: 20 0.00475 0.03653 0.00173 0.00259 0.00693 0.00882 0.061 um_ 0.73628
{RS/Puskesmas/Klinik} ;
g [P Ut Parniagaan|Petikoan, fetal, 57 0.00245 0.01884 0.00089 0.00134 0.00357 0.00455 003165 c_ﬁSm_
swalayan,mini market, dil}
9 |Industn 0 000022 0.00173 0.00008 0.00012 1.00033 0.00042 C.00e o_om._mm—
10 [LAPAE (Lembaga Permasyarakatan) 1 0.00650 0.04999 €.00237 0.00355 0.00948 0.01208 0.08396 1.00754
15 [t PUDIK. (Teling], avdar, Stasiun Ka, 4 0.00245 6.01884 0.00089 0.0M134 0.00357 0.00455 0.03165 0.37976
Pelavuhan tamankoia dll) _ i 1 |
12 IHotel/Penginzpan 12 000235 Q.01807 0.00088 0.00128 0.00343 0.00437 065036 0.36426]
13 |Restoran 3 0.00247 n01903 0.00080 0.00135 0.00381 0.00460 0.03197 U.36364
14 |Lain-Lain 1 G.03461 0.60164 0.00246 0.00657 0.00836 0.05813 0.69752
. s TaRalT . =2 r g I 0.84748 0.04014 3300201 Ceaeom| . noodznl 42347 "

Keterangan Pemanfaatan Kembali Sampan :

- Pemanfaatan Kembali Sampah adalak upaya untuk mengguna ulang sampah sesuat tiengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengalzhan
terigbih gahiiu.
Sumeer : PP 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sarmpah Rumah Tangga dan Sampsh Sejenis Samnah Rumah Tangga (Penjelasan Fasal 11 ayat (1) huruf ¢
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“PENDAURAN ULANG SAMPAH"

KABUPATEN SINJAI
! PENGURANGAN SAMPAH :
_n.|1~=._u5-___ Ulang Sampah
Jumiah Sampah yang ._ - Jumigh Pandauran
Jumfah ‘masuk ke Fasliitas ying masik ke ng Sampah | Residu ool
No Fasllitas Pengelolaan Sampah Aok Eifvore i * Fasilitas Ay i PR Sampzh
| (Unit) Pangelolaan Sampah 5oL ; mpa: { 1 Fark i
A Pengelolaan {tontatun) Terkelola (%)
B Sampah ftonRrhur i
Kamposting skala kecd alau RTRW
1 |{tong karmposter, takakura dil) dikelola oteh Masyarakal  Lembaga 0 0.00000 0.00000 0.20000 - 0.00000 . . 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 HOIVIDI
Masyarakat (KSM, Koperasi, dil}
Bank Sampah Unit (AnDrganik) 14
2 dikeiola oleh Masyarakat / Lembaga Masyarakal (KSM, K i, iy 0 0.656882 24046800 0.00000 0.00000 0.43930 019279 0.00000 083210 23671474 875326 495.94%
Bank Sarnpah Induk (AnOrganik) :
b oleh Lembaga Masyaraka (S, Koperas, ot 1 0.12000 4380000 0.00000 0.00000 0.09647 0.02167 0.00000 0.11814) 4312110 067890 98.45%
TPS3R (Crganik dan alau AnOrganik) dikeloia 3
4 oieh Le 5 y {KSM, Koperasi, cl) 1 0.85000 10.35000 0.00000 000080 0.36573 044581 D0.00000 0.83564 305.00678 524322 98.31%
5 u_n._s: Kampos tlkiia oleh Lamkega Mam il (KM, Kopecas 2 078700 28125500 0.20908 0.48007 | i . 0.00000 077913 843245 287255  99.00%
TPST {Organi dan aslau AnCrganik] dikeloia n 06000
6 uleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, dll 2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 . 009000 0.00000 0.00000 0,03000 0 0.00000 AV
PDU [Pusat Daur Ulang! (Organik dan alau AnCiganik) dikedola oleh
7 Lembega Masyarakat 1KSH, Koperasi, di} 1 £0.00004 0.00000 0,000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 Howi
P00 {Pusat Olah Crganik] {Orgaidk) dikelol: oieh Lembaga . . o 000055 I\
8 N tosian 3l {iX3M, Koperasi, di) o 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 £,00000 0.00000 0,00000 00050 #OI)|
g [(ieimester (Omarsq dikeloa clet Masyarsit! Lenisagn apasatat | 0.00060 060000 2,00000 " 0.00000 : : 0.00000 0,00000 nooooo|  oooooo| DAl
(KSM, Hoperasi, dil)
Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh Masyarakat / Lembaga . a .
10 Masyarakat (KSM, Koperasi,dll) 0 Q.00000 0.00000 - - o.g 0.00000 0.00000 0.00000 000001 #OWm
17 Pengeptlilapak 7 10.05000 3,668 25000 87.12%

Keterangan Pendauran Ulang Sampah
- Pendsurang Lang Sampah adalah upaya memantasikan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suati proses pengolahan terebit, datiiy
- Conioh Pendaivan Ulang Sampah - Sampah botal plasti didaur wang menjadl barang yang berguna alad biss . aci botol plastik kembal setelah melal proses daur ulang

- Berdaur ulang Sampah didalam Pangurzrgan Sampah yaty Pendaur Ulang sampah yang Clakulkan oleh Kolompok Swadaya Wasyaakat (KSM) bukan oleh penoa

- Bahan Haku Pakan Teinak { lan adalah sampah organis atau sisa mkanan yang sudah dipilah dan digunakan unfuic hzhan pakan terak 2'au kan contohinga sisa maianan ata cgani untuk paken Dedek, magot, ikan <31 fa 7-lair
Bahan Baky Kompos adalah s2mpah organii: atau siss makann yang sudah dipiah dan digunaka bahan pembuatan pupuk koempos Coidoksga bahan bawu pembualan komoos padat,

- Bahan Baku Caur Utang adaiah sampah an-origarik yang sudah dipdah dan digunakan bahan proses daur uiang sampah, Contohinya banan baku an-ciganik yang akan dibawa akhimya ke mdustr daur ulang

- Bahan Baku Up-ycie adalah sampah an-organik yang sudah dipllah dan digunakan sebagal bahan kerajinan tangan atau daur ulang produk kreatd serta hanya sebagain saja mengalsmi perubanan bentuk alau lidak didaur ulang selurihnya

- Bahan Baku Sumber Energl adalah sampah organik yp digunakan sebaga bahan sumber enargi dan dioksii menghasilkan enerz, Contoh Riodigister, dll

- Komposting Skala Keoll alau RTRW adalah pengolahan samnah organik men;ad <ompos dan cakiupanya kecil alau RT/RW baik dilinglungan pesmukiman atau Ailuar permukiman, Cartoh Pengotalian kampos denqan tatakura teng kunposter, bionon. di

- dank Samper Und . tempat pemilahan dan pengumpulan sampah y; dapal didaur lang dar; atau diguna wiang yang memiliki nis ekonomi

- Bank Sampan ncuk | peng len sampah ganik yg dilaxinan sleh masyarakit baik nasabahm Jan bank samoah unitfpermangan dan manghasilkan nilai excaarml dan akhinya akan dioes ke ool daue dlang

- RS 3R - tempa dilahsanasaniyg keglatar pengumpudan, pemilahan, pengounaan ulang, dan pendatsan ulang skals kawesan tongan Luas TPS 3R wurang lebih 200500 m2

- Rumeh Komgas . Pengolahian sampah erganik skala RTRW alau Kawasan yang mempunyai bangunan permanat aluu semi pe rane:

- TPST (Tempat Pengoiahan Sampah Terpadu) - Tempat diiak kegiatai | fan, pemiahan, penggunaan ng, don pendautan uiang skala kawasan atau koia dengan Luas TPST kurang leuh 20,000 m2
- POL {Pusat Daur Ulang Sampah) | Pengolahan Sampah Crganik dan An-Crganik can mampunyai bangusan permanen S00m2 ata lebih an rmemilik peralalan kengkap untuk megolah organik dan an-arganik
- POL [Pusat Clah Organik) | Pengolatian Sampah Orgardk, mempunyar bangupan p dan mermillki p 1g<ap mengoiah sampah arganik

- Biodigister: pengolahan sampah organik atau sisa makaran meniadi energl (Panas/Listrik/di; skals RT/AW atau ke
- Daur Ulang Proguk Kreatif Pengalahan an-organik yann zkan djadikan produk yang berilai ekonomi. Untuk mengisi Daur ulang produk ki=atit biukan dar sampah yang sudah masuk ke bank sampah nilinguk
Dias berdini sendif dan khusus kelola Daur Ulang Proouk kieatif saja bukan campur dengan yang lan. Lka tidak ada yang khusts ketola daur ulang sampab produk keealil dikosonghan saia
- Pengumpulan di PengenulLapek - Pengumpulan saimpah an-sganik di pengepulilanak yang besar yarg sudah dipiiah dan asan dibawa ke industi daur L:ang. Contannya Datanyz dusi dan Pengepsl atay Lapak yany Desar olasral andd
- Tampilar fatel Fendau Liang Sampan tidak boleh diubal alsu dtambahkan kolom alau pans
Dian dapaf dilsi titik . | ©ias maksimal sampai no, 20
- Yang diberi wama kuning suceh olomalls tensl can largan ada yang mengedit atau menghapusny,
- Jika tidak ada data alau belum melakizkan pencanran uang sampah, maka dikesongkan saja isinya
- Untuk koma menggunakan i (| can dibelakang koma ada 4 digit, . '



"PENDAURAN ULANG SAMPAH"

KABUPATEN SINJAI
PENGURANGAN SAMPAH :
C. Pendauran Ulang Sampah
[: 7] =
3 Jumlah Sampah yang E__...E._ ‘Sampah yang .E.s_n_,.. Presentase
No Fasilitas Pengelolaan Sampah ..E.n.._,.._ﬁ.._"m!.ﬁ_..uu. “Ulang Sampah/ ; x.m”n_.n._ Sampat ...L o
. ~{ton'tahun) . {tonitahun) _.5..
Komposting skala kecil atow RT/RW ] . Al -
1 |{tang kompostar, takakura,dl) dikelnla oleh Masyarakat / L embaga ] 0.00000 0,00000 0,00000 0.00000 . = 0,00000 0.00000 0.00000 000000  #DWVIO!
Masyarakat (KSM, Koperasi, i)
Bari Sampah Unit (AnOrganik)
2 |dikolola leh Masyraiat / Lembaga Masyarekat (KSM, Koperasi, di) | © 96.43%
3 |[Bank Sampah Induk {AnOrganlk) A 1 0.12600 4595000 0.00000 0.00000] 0.09917 o02228) 000000 0.12145 4432849 166151  9639%
oleh Lembaga Masyarakat (KSM, Koperasi, di}
TPS3R (Organik dan atau AnOrganik) dikefola 5 . _
| % ok soehag Ninsvarsh (K5AE Koarsst o 2 0.89250 325.76250 0.00000 0,00000 0.40142 045929 0.00000 0.85070 31415698 1160562)  96.44%
5 M__.m.._n, Nomipes dikelols oleh Lambaga Masyaraiot (SM. Koperasl, | 5 062635 30161775 031401 050407 : : 0.00000 0s1808] 20860157 aotets|  o9.00%
TPST {Organik dan atau AnCrganik) dikelcla o
it s W 1 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 00000 000000  #OMAI
PDU (Pusat Daur Litanp) {Organik dan atau AnCrganik) dikelola oleh
Tl embagatiasyweaiod (KSM, Koparasi,dl) 0 0.00000 0.00000| ©,20000 0.00000 0.00000 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000 000000  FOWD!
POO (Pusat Olah Organik} {Organ) dikelo!s oleh Lembaga = ) i i
e Masyarakat (KSM_ Koparasi. dll) 0 0.00000 0.00000 006530 0.00000 s 0.00000 0.00000 0.00000 0.00090 #DMI0!
Biodigester (Orgarik) dikeloia oleh Masyarakat | Lembaga ~ o "
9 | fasyarskat (KM, Koerss), ) 0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 - 0.00000 0,00000 03000 000000;  #DIVO!
Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh Masyarakal / Lembaga N
1O s g B8 Kootris] i 0 0.00000 0.0000C . : 0.00000 0.00000 0,00000 0.00000 0.00000(  #DIVIO!
11 | PengepulLapak 0 11.64450 4,250.24250 - - ; 4,157.23139 83.01111

Keterangan Pendauran Ulang Sampai |
*Presentase Pengciaiaan Sampzh per sragram
- Pendaurang Uhng Sarpah adalah traya memanfaalkan sampah menjadi barang yang berguna setelah metaly sustu proses pengolaban terdebih dabdu
- Conloh Pendaura, Ulzng Samnah - Sampah botol plastik iaur .eng menjadi barang yaea berguna alau hisz el boicd nlasfik kerball selelah metalui proses daur ulang
- Pendaur ui3ny Sampah dizalam kengurangan Sampah yaitu Peadaur Wlang samy.ah yang Ziakurkan cieh Kelompel Swadsya Yasyarakat (HEM) buikan oleh pemda.
- Bahan Baku Fakon Ternak | van adalsh s2mpa®; organik atau ssa makanan yang sudah dioilah dan igunakan untuk banzn pakan terak alau ikan cantohnya sisa mzkansn atau oiganik unfuk pakzn bebek, magat, inan dan faindan
- Banan Baku Kompos adaan sampah orgenik alau sisa makanan yang sudsh dipdah dan digunakan behan pembuatan pupuk kempas. Condohnya bahan baid pembuatan kompos padal
- Bahan Baku Daur Ulang adalan sampah an-ciganik yang sudah dipilah dan digunakan bahzn proses “aur usrg sampah. Contahnya bahan baku an-arganik yang akan dibawa akhirs3 ke indust daur uiang
- Bahan Baku Upcycle adalah sampah an-organik yang sucah dipilah dan digunakan srhagai bahan kerajinan tangan atau daur ulsng pruduk keatif serta hanya sebagain saja mengalami perubahan bentuk stay bdak didaur ulang seluuhnyz
- Bahan Baku Sumber Enargl adalai sampah organik yg digunakan seliagal hahan sumibar energi Gan dinlah mirghasd@n energi. Corloh Siodigister, dil
- Komposting Skala Keck atau RT/RW aralah nengolahan sampah mganik menjadi konpos dan salo manya kecd alau RTRW baik adnghungan perrikiman 2=y dluar permuliman Gonloh Pengolahan kompos dengan taxakura, fong komposler, bicpon, di
- &ank Savpah Uil | iempat penida.on uan Penguimputan sumipst v dapat deda ubang dan aiau diguna ulang yarg memikki nila ekonom
- Bank Sampah Induk - pengLmpatan sampah an-oiganik yg diakizkan alen masyalaiat bak nasabahinya dari bark sampah uaitipercrangan dan menahasinan ndal ekencai dan 2khimya akan dinawa ke induste daly ulang
TP5 3R teinpal dilaksarasannyga egietan pangumpdlan, pemilatian, penggunaan ulang, dan percauran ulang skela kawasan dengan Luas TRS 3R Kurany lebd) 200-500 m2
- Rumah Kompos - Pengaiahan samuan crgands skala RTRW atay Kawssan yang memmpumyai bangunan permanen aiau semi permanen
- TRST (Tempat Patijolahan Sampan Terpariu) - Tempat diaksanakanrya kegialan pengumpulan, pemilaban, pengguraan ulang, dan pendauran ulang skala kawasar: atau kata dengan Luas TPST kurang lebih 20 000 m2
- PLU {Fusat Daw Lang Sampah) | Pengulatian Saimpzh Organik dan An-Grganik dan mempuriyal banginan permanen 500m32 afau febeh dan meril poraiatzn lenglap uniuk megolah cganik dan an-organk
- PO (Pusat Gleh Organik) © Pengotaban Sarmpat Crganlk, mempunya: bangunan permanen gan memili pesmaianienglap mengolah sampah organik.
- Bdigister: pengolanan sampai niganik atzu sisa makanan mengad encrgi (Panas/Lasinkiun) skaia RT/RW alau kel
- Daur Ulang Proauk Krealif . Pengalanan an-arganik yang akan dijadikan produk yang bemilai ekanomi, Untuk mengisi Daur ulang produx kesatif tukan dari samMpan yarg si:oah rmasuk ke nank samozh undinduk
Dia berdii sendin dan khusus ketola Daur Ulang Procuk krealif saja bukan campur dengan yang fika tidak arte yang khusus kedola daur ulang sampah produk kreatil dikosongkan saja
- Pengumpriian o Hengepulll apak - Pengumpulen samipa an-iigani di pengepuilapak ying besar yang sudsh dipdah dan akan ditawa ke ndusin daur ulzng. Contohnya Datainya diiisi 034 Pengepul atau Lepak vang besar didaerah anda
- Tampsian tabel Pendaur Ularg Sampah tidak oolh giubah atau ditambahkan kalom atay bars
Cran dapat diisi ftik () batas mazsimal sampal na 20
- Yang mben warma kuning sudah otamatis terlsi dan jangan ada yang mengedit alau MENEDUSNYE

~ Jika fidak ada data atau belum melakukan peadaurar ulang sampah, maka dikosongkan saja fsinya
- Unluk koma menggunakan blik { ) dan divelakang koms ada 4 digd .



CAPAIAN KINERJA PENANGANAN TAHUN 2019
"PENGOLAHAN MENJADI BAHAN BAKU"
KABUPATEN/KOTA SINJAI

. Keterangan :
- Bahan Baku Pakan Ternak / lkan adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan untuk bahan pakan ternak atau ikan contohnya sisa makanan atau organik untuk pakan bebek, magot, ikan dan laindain,

1dan digunakan bshan pembuatan pupuk kompos. Contohnya bahan babe: cembuatan kompe: padat.

- Bahan Baku Kompos adalah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dj

- Bahan Baku Daur Ulang adalah sampah an-organik vang sudah dipilah dan digunakan bahan proses daur ulang sampah. Contohnya bahan baku an-organik yang akan dibawa akhimya ke industri daur ulang

- Bahan Baku Upcycle adalah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan sebagai bahan kerajinan tangan atau daur ulang procduk kreatif serta hanya sebazain safa mengaiami peruhahan bentuk atau tidak didaur ulang seluruhnya
- Bahan Baku Suniber Energi adalah sampah organik yg digunakn sebagai bahian sumber energi dan diolah menghz=silkan energi,

- TPS 32 : tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilanan, Jenagunaan ulang, dan pandauran ulang skalz kawasan,

- Rumah Kompas : Pengolahan sampah organik skala RT/RW atau Kawasan yane puny £l i
- PG {Pusat Daur Mang Sampah) : Pangolahan Samich Organik dan An-Organik dan mempany2i bangunar permanen 500m2 atea lebh dan memiliki peralatan lesgeag ureik magolah  gania dan sn-organik.

atau semi permaiien,

- POO (Fusat Ol:h Organik) : Pengol=han Sampah Crg2nik, punyai b p dan P langkap mengolan <ampah crganik,

- ITF {inteninediate Treatment of Facility} : Pengolahan Sampah skala kota nan incenerztor yang mengelola Organik dan An-Organik dan memiliki peraiaian lengkap untu¥ mengolah organik dan an-organik.

- Daur Ulang Produk Kreatit ; Pengolanan an-organik yang akan n..__.n_“__.xm_._ pnuduk yang bemilai ekonumi. Untuk mengisi Daur ulang produk kreatif bukan dari sampan yang suda h masuk ke bank sampah unltfinduk.
Dia berdiri sendiri dan khusus kelola Daur Ulang Produk kreatif saja Lukan campur dengan yang lain. Jika tidak ada yang khusus kelola gaur ulang saniyah procuk kreatit dikosongkan sajs.

TPS3R 7 UPS [Organik dan atau AnOrganik] dikelola oleh sistern =
rganik dan atau AnOrganik} dikelola oleh sis 0.0000 ; — PR
TPST moqwu_.:w dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem kota 3 0 e
i - | i ! 0,0000 0,0000 )
ey 0.0000 0.0000 0.0000 0000 0.0000 0.0000 0.0000 #OIv/ol
Rumah kompos [Organik) dikelola )
i pos (Organik) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 00000 0.0000|  #DIV/0I
oleh sistem kota (pemda)
PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) dikelol
( angh (Org Lol 0.0000 0.0000 0,0000 £.0000 0.0000 0,000 0.0000 00000 0.0000 00000  #oNvjol
oleh sistem kota (pemZa)
ik} [Organik) dikelola cleh sistem kot
5 "Hoﬁca" e Gl 0.0000 0.0000 0.0000 00000 00000 00000 00000 0.00000  HOIV/O!
[TF (Organik dan atau Anorganik] dikelol .
5 o e Arn il 0 0.0000 0.0000 0.0000 0,0000 0.0000 0,0000 0.0000 0.0000 0.0000 00000  koIv/oO!
oleh sistem kota [pemda) “ron incencrator”
D 3t = S
7 M_.__.__._.__uzw Produk Kreztif dikelol: aleh sistem kota (pemda) 0 o a ] i W 8 - o ) 8 ¥bIv/ol




CAPAIAN KINERJA PENANGANAN TAHUN 2020
! "PENGOLAHAN MENJADI BAHAN BAKU"
' KABUPATEN SINJAI

TPS3R / UPS (Orgaruk dan atau AOrganik) dikelola oleh | . 5 88

sistem kota (pemda) f

TPST (Crganik dan atau AnOrganik) dikelola oleh sistem : 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 #DIVIO!
2 lota mda) (Diliar TPA) 0 0.0000 0.0000 0.0000 :
3 {Rumah kompas (Organik) dikelola 0 0.0000 0.0000 0.0000|- 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000(  #DIVIOI

oleh sistem kota (pemda) - ,

PDU (Pusat Daur Ulang) (Organik dan atau AnOrganik) 000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 #DIVID!
4 |dikelota oleh sistem kota (pernca) 0 R — e = . ,
5 Wmo ﬁ_u:m.“” “_..u_m: Organik) {Organik) cikelola oleh sistem o 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0J00 0.0000 #OIVI0!

ofa {pemda %

ITF (Organik dan atau Anorganik) dikelola 0.0000 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060|  #DIV/O!
4 oleh sistern kota (pemda) “Mon Incenerator” - — SR : i
7 Daur %_mﬂm wancw__nxam& dikelola oleh sistem kota 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6000 0.0000 0.0000]  #Div/ol

pemda) {Anorgani

Kelerangan :
- Bahan Baku Pakan Ternak / lkan adz!ah sampah organik atau sisa makanan yang sudah dipilah dan digunakan untuk hahan pakan temak atau ikan contohnya s'a makanan aiau organik untuk pakan bebek, magot. ikan dan lain-tain.

- Bahan Baku Kompos adalah sampah organik atzy sisa makanan yang sudah dipllah dan digunakan bahan pembuatan pupuk kempes. Contohnya bahan baku pambuatan kempos padat.

- Bahan Baku Daur Ulang adz!ah sampah an-organik yang sudah dipilah dan digunakan bahan proses daur ulang sampah. Contohnya bahan baku an-organik yang akan dibawa akhirnya ke industri daur ulang

- Bahan Baku Upcycie adalah sampah an-orgauik yang sudah dipilah dan digunakan sebagai bahan kerajinan tangan atau daur ulang praduk kreatif serta hanya

- Bahan Baku Sumber Energi adaiah s2mpah orgarit yg diounakan sebagai Lahan sumber energi dan diolah manghasilkan energi.

- TPS 3R :ternpat dilal kanny2 kzoiatan pengumy pernil

penggunaan ulang, dan pendauran ulang skal kawasan.

- Rumah Kempes : Pengoiahan sampah orzanik; skala RT/RW ataw Kawasan yang mempunyai bangunan permanen atau eni permanen.

- PDU {Pusat Daur Ulang Sampah) : Pengolaiat Sampah Organik dan As-Organik dan

- POO (Pusat Olah Organik) : Pengelah pah Organik, punyal b

Dia bardir

bagain saja

p

500m2 atau s2bih dan memiliki parafatan lengkap urtuk megolah organik dan an-organik.
dan memiltki poralatanlengkap mengolah sampar organik.
- ITF {Intesmediate Treatment of Facility) : Pengolahan Sampah skala kota iwn incenerator yang mengslola Organik dan An-Organik dan memiliki peralatan lengkap untuk mengotah organik dan an-organik.

- Daur Ulang Produk Kratif : Pargolahan 2n-orgenik yans akan dijadikan produk. yang burnilzi ekonomi. Untuk mengisl Daur ulang produk kreatif bukan deri sampah yang sudah masuk ke bartk sampah unitfinduk.
dirt d2n khusus kelola Daur Uiang Produk hreatif saja bukan campur desgzn yang lain. Jika idak ada yang khusus kelola daur ulang s2mpah produk kreatif ditosonckan saja

bentuk atau tidak didaur ulang selurvhnya




CAPAIAN KINERJA PENANGANAN TAHUN 2019
"PEMROSESAN AKHIR"
KABUPATEN SINJAI

PENANGANAN :
_um_aam.mmma >_,__._

35

Masuk ke TP

1 |Jumiah TPA (unit) i 1 0 1 0
2 [Jumlah sampah yang masuk ke TPA 77.20 0.00 28,178.00 0.00
3 |Jumlah sampah yang menjadi bahan baku kompos 5.02| 0.00 1,831.57 0.00
4 “_M“W_,_ sampah yang menjadi bahan baku daur ulang atau industri daur 193 6.00 704 45 0.00
5 [Jumlah Hasil Pulungan oleh Pemulung 1.72 0.00 2,817.80 0.06
6 |Jumlah yang masuk ke landfill . 62.53 0.00 22,824.18 0.00
; Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Meian Sebagai Sumber Energi
Listrik




CAPAIAN KINERJA PENANGANAN TAHUN 2020
"PEMROSESAN AKHIR"
KABUPATEN SINJAI

PENANGANAN :
Pemrosesan Akhir TPA
o

1 |Jumlah TPA (unit) 1 0 1 0
2 |Jumlah sampah yang masuk ke TPA 80.67 & 0.00 29,446.01 0.04
3 |Jumlah sampah yang menjadi bahan baku kompos 524 0.00 1,913.99 0.00
4  |Jumlah sampah yang menjadi bahan baku daur ulang atau industri daur ulang 2.02| 0.00 736.15 0.00
5 [Jumiah Hasil Pulungan oleh Pemulung 8.07 0.00 2,844.60 0.00
6 |Jumlah yang masuk ke landfill 65.35 0.00 23,851.27 0.00
7 |Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Sebagai Sumber Energi Listrik




PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN SINJAI
Il. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2019 ( JAN - DES ) - Kabupaten Sinjai

1 |Timbulan Sampah 37,289.26 . 38,825.34
2 |Pengurangan 7,457.85 20 7,512.12 19.35%
3 |Penanganan 29.831.41 80 28,178.00 72.58%

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 21 Juli 2020




PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN SINJAI
il.

Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2020 { JAN - JUN ) - Kabupaten Sinjai

Timbulan Sampah 37,699.44 19,606.80

2 |Pengurangan 8,293.88 22 4,264.91 21.75%

3 |Penanganan 28,274.58 [£) 14,723.01 75.09%
Ditetapkan di Sinjai

pada tanggal 21 Juli 2020
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DATA TEKNIS SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

‘e

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN TAHUN 2020
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAT

NO, JENIS DATA VYOLUME SATUAN KETERANGAN
1 Produkst Sampah Harian (ton a1 Produks] Sampah Tahun 2018,
1 pah Harian {ton) 101.05 ton 26834 ton
2 Penanganan sampah (sampah yang teriangani 43.87 % Volume sampah yang tertangani
dalam %) ) 16161, 75 ton
3 {umiah Dump Truk 3 iR Eta)ltﬂ, 2 untt, 2019, 1 unit kondisi
4 Pumiah Arm Roll g unit 8 unit baik, 1 unit rusak berat
£ (Jumiah Motor Sampah Roda Tiga 51 unit 31 unit baik, 20 unit rusak berat
& Jumiah Kontainer a2 unit 27 unit baik, 5 unit Rusak Berat
7 ilumiah Gerobak Sampah Tidak ada unit P
8 {Jumiah Bank Sampah 18 unit
9 Pumiah PDU Tidak ada unit
10 {Kepadatan Penduduk 290 Jiwa/km |2018
Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan Jika ada, cantumkan link google
11 3 Tidak ada v
{EKUP) Tahun 2018 drive
Platform/Sistem Pemantauan Kualitas Alr Ada Pemantauan kualitas air dan udara,
12 dan/atau Udara 2 kall dalam setahun
13 Sebutkan nama platform/Sistem Pemantauan 1). dataalam.MenLHK.go.id

Kualitas Air dan/atau Udara

2). dihk.sinjaikab.go.id

0 ngan Hidup dan Kehutanan

, »Oktober 2019
' aateh Smjal / L




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS uNGKUNGAN HIDUP DAN KI.‘,HUTANAN

DATA KONTAINER DAN KAWASAN PELAYANANNYA

TAHUN 2018
— VOLUME RATE RATE m&oﬁg
RO LOKASI KONTAIRER KOKTAINER | FONTAINER | PENGANGK | PENGANGKUTAN DIANGKUT PER
(m3) UTAK /HARI /BULAN BULAN (a3
1 |Jl. KH. Dewantara 1 5 1 30 150
2 |JL Diponegoro 1 5 1 30 150
3 |J1. Husni Tamrin 1 ) 1 30 150
4 |JL. Teuku Umar 1 5 1 30 150
5 1JL Sungai Tangka 2 5 1 30 300
6 |Jl. H.A Abd. Latief {Stadion) 1 5 1 30 150
7 |Ji Bulo-Bulo Timur 1 5 1 30 150
8 {Jl. Mading 1 5 1 30 150
9 {Rumsh Sakit Umum 1 5 1 30 150
10 |Perumahan BTP | 1 3 1 30 150
11 {JL G. Latimojong (TPU) 1 5 1 30 150
12 |J1. Bung Tomo (Terminal) 1 5 1 30 150
13 {Pasar Sentral Atas 1 5 1 30 150
14 |Pasar Sentral bawsh I 5 1 30 150
15 |JL Cumi-Cumi 2 5 1 30 300
16 Pelelangan Ikan 1 5 1 30 150
17 |AlMarkaz 1 5 1 30 150
18 |Ji. Hos Cokroaminoto 1 5 1 30 150
19 |Kantor Bupati Lama 1 5 1 30 150
20 |JI. Teratai 1 5 1 30 150
21 |J1. Halim Perdana Kusuma 1 3 1 30 | 150
22 |JL Bulu Manyurung 1 5 1 30 150
23 {J1. Bulo-Bulo Barat 1 5 1 30 150
24 |Pasar Bikeru 1 3 1 10
25 |Pasar Manimpahoi 1 5 1 2 10
Jumish 27 115 23 3750

3 unit kontainer yang dipakai mengangkut langsung dari RT dan 5 unit kontainer dalam kondisi Rusak Berat

SINJAI, Oktober 2019

KEWEINAS LINGKUNGAN HIDUP
m@mw KABUPATEN SINJAI ’f

gl_fg.‘( sta‘Utama Muda
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PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KE
v N el, Biringere Kee. Sinjai Utara Telp, (048

Il Persauan

DATA KONTAINER DAN KAWASAN PELAYANANNYA

TAHUN 2018
2 T
e VOLUME RATE RATE ma§°§"$
NO LOKAE]I KORTAINER KONTAINER KDK;ZI}NER :m?;:;{{ PEN(:;Hmm-gTM DIAKGKUT PER
BULAN (i3]

V| KH. Dewantara 1 5 1 30 150
2 |JL Diponegoro 1 S 1 30 150
3 |1 Husni Tamrnin 1 5 1 30 150
4 W Teuku Umar i 5 1 30 150
5 |JI Sungai Tangka 2 3 1 30 300
6 |JL H.A. Abd. Latief (Stadion) 1 5 1 30 150
7 1JI. Bulo-Bulo Timur 1 5 1 30 150
8 |Jl. Mading 1 5 1 30 150
9 |Rumah Sakit Umum 1 it 1 30 150
10 |Perumahan BTP [ 1 5 1 30 150
11 |JI. G. Latimojong [TPU) 1 5 1 30 150
12 |Jl Bung Tome (Terminal) 1 5 1 30 150
13 {Paszar Sentral Atas 1 5 1 34 150
14 |Pasar Sentral bawah 1 5 1 30 150
15 |JL Cumi-Cumi 2 S 1 20 300
16 |Pelelangan Ikan 1 5 1 30 150
17 |Al Markaz 1 a3 1 30 150
18 1J1. Hos Cokroaminote 1 5 1 30 150
19 |[Kantor Bupati Lama 1 5 1 30 150
© 20 |Jl Teratai 1 5 i 30 150
21 |JL Halim Perdana Kusuma 1 3 1 30 150
22 |JL. Bulu Manyurung 1 5 1 30 150
23 |Ji. Bulo-Bulo Barat 1 5 I 30 150

%4 |Pasar Bikeru 1 8 1 2 10

25 [Pasar Manimpahoi 1 ) 1 2 10
Jumlsh 27 118 i 23 3750

3 unit kontainer yang dipakai mengangkut langsung dari RT dan 5 unit kontainer dalam kondisi Rusak Berat

SINJAL,

3

Olctober 2019

f




PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN xmxc;z>2

Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 Dan ga%ﬁu Kapasitas .

gt Alamal © Jalan Persatuan Raya No. 141 Kelurahan Biingere Kecamalan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 TiofFax. (0462) 23655

DAFTAR :.h.cmmn KERJA BAKTI SATGAS FPENGELOLAAN SAMPAH
KELOMPOK KERJA PENGANGKUTAN MOBIL ( KENDARAN RODA ENAM ) KABUPATEN S5iNJAL

BULAN APRIL 2020
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K‘EMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : #¥+}#UN4.8/PT.01.04/2020 01 Juli 2020
Lamp. : Proposal Penelitian

Hal : Permohonan lzin Penelitian

Kepada Yth :

Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPMD
Provinsi Sulawesi Selatan
MAKASSAR

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/ibu kiranya berkenan memberi izin untuk
melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas
Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : SYAHRIL

Nomor Pokok . E062182003
Program : Magister (52)
Program Studi . llmu Pemerintahan

Konsentrasi L - :
Judul Penelitian : Reformasi Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan
Kebersihan di Kabupaten Sinjai

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si.
2. Dr. AM. Rusli, M.Si.

Waktu Penelitian : 01 Juli 2020 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/ibu diucapkan terima kasm

S WamWBekan Bidang Akademik, _9,

_ Dr. Phill. Sukri, §iP., M.Si.
- ~Nip. 197508182008011008
Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



L

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamal : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biingere Kabupaten Sinjai Telpon : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Yth.
Nomar . 1013/16/01/DPM-PTSP/VIII/2020 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan
Sifat . Biasa Kehutanan Kab. Sinjai
Lampiran : - 2. Camat Sinjai Utara Kab. Sinjai
Perihal . lzin Penelitian 3. Camat Sinjai Selatan Kab. Sinjai

4. Camat Sinjai Borong Kab, Sinjai

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Selatan, Nomor : 3672/S.01/PTSP/2020, Tanggal 14 Juli 2020 Perihal Penelitian .
Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : SYAHRIL

Tempat / Tanggal Lahir » Buhu/01 Januari 1995

Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

NIM . E062182003

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Alamat . Dusun Buhu, Kel./Desa Waetuwo, Kajuara,Kabupaten Bone

Bermaksud akan Mengadakan Peneiman di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan
Tesis, Dengan Judul : REFORMASI BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KEBERSIHAN DI KABUPATEN SINJAI

Yang akan dilaksanakan dan Tgl. 01 Agustus s/d 01 Oktober 2020

Pengikut _ o=

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan

dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri

*  kepada instansi tersebut di atas;

2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata
kepentingan pengumpulan data;

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat
setempat;

4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas: dan

5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cg. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 04 Agustus 2020
a.n. BUPATI SINJAI

KEPALA DINAS,

LUKMAN DAHLAN, S|P, M.Si
Pangkat : Pembina Tk |/ IVb
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
? Nekan Ficin PPs | INHAS Makascar di Makacaar



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

KECAMATAN SINJAI SELATAN

Alamat : Jalan Persatuan Raya Bikeru No. 1B Telp. (0482) 2424661 KP. 92661

Sinjai, 02 November 2020

JRAT KETE IL. PENE N
Nomor : 064/33. 619 /SSL

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : DANIAL,S.Sos

Nip : 19690430 20001 1 017
Pangkat/Gol : Penata I1I/C

Jabatan : Kasi Trantip

Menerangkan Bahwa Mahasiswa di bawah ini ;

Nama : SYAHRIL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar
Nim : E062182003

Program Studi : [lmu Pemerintahan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Alamat Penelitian : Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai

Adalah Benar Telah Melaksanakan Observasi dan Wawancara Dalam
Rangka Penyusunan Tesis dengan Judul : REFORMASI BIROKRASI
DALAM  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBERSIHAN DI
KABUPATEN SINJAI, Pada Tanggal,01 Agustus 2020 s/d 01 Oktober
2020Sesuai surat izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Nomor : 1013/16/01/DPM-
PTSP/VIIL/2020 Tanggal 04 Agustus 2020.

Demikian surat Keterangan Penelitian ini kami berikan untuk di pergunakan
sebagaimana mestinya. -

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1L,

Bupati Sinjai Sebagai Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

JL.Persatuan Raya No. 141 Kel.Biringerekec. Sinjai Utara Telp (0482) 23655 Sinjai 92611
e il el e et i Do el e B ol Sl Al i e e
W

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 2214 / 12. 539 / DLHK /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si

Jabatan - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai
Menerangakan bahwa :

Nama : SYAHRIL

Tempat / Tgl Lahir  : Buhu, 01 Januari 1995

Nama Lembaga : Universitas Hasanuddin Makassar

Jenis Kelamin . Laki-laki

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

NIM . : E062182003

Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Alamat : Dusun Buhu, Kel./Desa Waetuwo, Kajuara, Kabupaten Bone.

Tersebut namanya  di atas, telah melakukan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kab. Sinjai sejak tanggal 01 Agustus s/d 01 Oktober 2020, dalam rangka penyusunan
Skripsi/Tesis/ Desertasi dengan judul : REFORMASI BIROKRAST DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN SINJAL

Demikian keterangan Penelitian ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 04 November 2020

e "Muh. Ramlan Hamid, M.Si
] kat - Pembina Utama Muda
‘ 19681202 199401 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

KECAMATAN SINJAI UTARA
Alamat : JIn. Bulu Kunyi No.1 Telp./Fax.:(0482)21014 Kode Pos 92611

Sinjai, 3 November 2020

Kepada
Nomor: : 050/32.245 /Sut Yth.  Dekan Fisip PPs UNHAS Makassar
Lampiran e
Perihal : Keterangan telah di
Melakukan penelitian Makassar
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama - H.ANDI HARIYANI RASYID, S.Sos.MM
NIP 19651231 198503 2 024
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b.
Jabatan : Camat Sinjai Utara
Menerangkan bahwa
Nama- : SYAHRIL
Tempat/Tgl Lahir : Buhu, 01 Januari 1995
Nim : E062182003
Program Studi : lmu Pemerintahan
Pekerjaan - : Mahasiswa (S2)
Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai , Tgl. 01 Agustus 2020 s/d 01 Oktober 2020 dengan judul :
“REFORMASI BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KEBERSIHAN DI KABUPATEN SINJAI”
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
ui.;ﬁ DIH ANI RASYIW.S.Sos..MM f,
Pangkaf cPembina TK1/TV/b
NIP  “:19851231198503 2 024
Tembusan Yth :

1. Bupati Sinjai di Sinjai;

? Kenala Minac Pananaman Madal Aan DTCD ek Qimind.
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